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KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 44/Kpts/KPU- Prov- 029/2013

TENTANG

KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA

KAMPANYE Dl PROVINSI MALUKU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan pasal 77 ayat

(5), (6), (7), (8) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah sebagaiman telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan

bahwa Masa Kampanye adalah merupakan tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

menyatakan bahwa Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dalam Pemilihan Gubernur adalah menyusun dan

menetapkan pendoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan

peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa



c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang

Pedoman Teknis Kampanye Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan

Kecamatan, dan Panitia Pengimutan Suara, berkoordinasi dengan

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan,

dan Kelurahan/Desa atau sebutan lain, untuk menetapkan

ketentuan lokasi dan tempat kampanye Pemilu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilhan

Umum Provinsi Maluku Utara tentang Ketentuan Lokasi Kampanye

dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Maluku Utara

pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi

Maluku Utara Tahun 2013.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pemerintah

Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 174 TAHUN 1999 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3895 );

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

sebagimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4801);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indoensia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembran Negara

Republk Indonesia Nomor 5234);

5. Undang



5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun

2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indoensia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoensia Nomor 4865);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4980);

.8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31Tahun 2008 tentang

Kode Etik Penyelenggara Pemiliah Umum;

10. Peraturan Komisi Pemiliahn Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah;

11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2012 tentang

Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor

21/Kpts/KPU-Prov-029/2012 tentang Hari dan Tanggal

Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor

16/Kpts/KPU - Prov - 029/Tahun 2013 tentang Perubahan ke 3

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

Nomor 22/Kpts/KPU - Prov - 029/Tahun 2012 Tentang Tahapan,

Program
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Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Utara Nomor 56/BA/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang

Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga

Kampanye di Provinsi Maluku Utara pada Pemilihan Umum

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Ketentuan Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga

Kampanye Di Provinsi Maluku Utara Pada Pemilihan Umum

Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga

Kampanye sebagimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah

sebagimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hah terdapat kekeliruan, akan

diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

Salinan Sesuai Aslinya

KPU Provinsi Maluku Utara

SEKRETARIS

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 3 Juni 2013

KOMISIS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

KETUA,

ttd

MULIADI TUTUPOHO

Nip.l
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA NOMO../KPT

44/Kpts/KPU-PROV-029/2013

TENTANG

KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Dl PROVINSI MALUKU UTARA PADA

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN2013.

KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

(1) Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.

(2) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, adalah Lembaga

Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

(3) Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya di sebut KPU Provinsi adalah

lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara.

(4) Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi

adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Provinsi Maluku Utara.

(5) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013,

yang selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur.

(6) Pasangan



(6) Pasangan Calaon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang

selanjutnya disebut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan.

(7) Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang

dibentuk oleh Pasangan Calon yang didaftar ke KPU Provinsi bersama dengan

pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu

penyelenggaraan kampanye serta bertanggunjawab atas pelaksananaan teknis

penyelnggaraan kampanye.

(8) Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut kampanye

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim

kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih

dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi,

misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tulisan kepada masyarakat

dalam bentuk kegiatan dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 sebagiamana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 dan dalam jadual waktu yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota.

(9) Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi,

dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon

yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak

orang memilih pasangan calon tertentu.

(10)Bahan kampanye adalah semua benda atau simbol-simbol, atau tanda gambar dan

nomor urut yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk

mengajak orang memilih pasangan calon tersebut.

(11)Bendera adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu/plastik

atau sejenisnya untuk memperkenalkan menganjurkan atau memuji, menarik

perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh

masyarakat.

(12)Baliho adalah alat peraga simbol atau lembang yang terbuat dari kain, kayu/plastik

dan atau sejenisnyauntuk memperkenalkan menganjurkan atau memuji, menarik

perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh

masyarakat.

(13)Umbul




